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l'ENT-AllG 

TATA CARA PERGBAPUSAII PIUTAIIG RETRIBUSI DAERAB 

DERGAJI RAHMAT TUIIAJf YAlfG MARA BSA 

BUPATI SIDEIIRElfG RAPPAWG 

Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan 
daerah, yang pemunguta:n clan pengadroinistrasian serta 
penghapusan piutangnya pertu dilakukan. dengan sebaik 
bai.knya, berlandaskan peraturan perundang undangan 
yang berlaku ; 

b. bahwa berdasarkan keten.tuan Pasal 168 Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, Retribusi Daerah yang terutang dan tidak dapat 
ditagih dapat dihapuskan;. 

c. babwa untuk terciptanya tertib hukum. dan tertib 
administrasi dalam pelaksanaannya, tata cara penghapusan 
piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud daJam 
huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati; 

Mengingat : I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 
1822) 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 45861; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan .Negara (Lembaran Negara Repubillc 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara. Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 NOlllor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5_ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Repubillc Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 
5234); 



Menetapkan 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Le:m.baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 558), sebagairnana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679), 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 te.ntang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Repubfik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerinlah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata 
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, 
Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4488); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintaban {Lembaran Negant 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813); 

10. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 13 Tah.un 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

11. Peraturan Me:nteri Kcuangan Nomor 201 / PMK.06 I 2010 
Tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara / Lembaga 
dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 64 Tabun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 
tentang Pedoman Penyisihan Piutang clan Penyisihan Dana 
Bergulir Pada Pemerintah Daerah; 

14. Peraturao Daerah Kabupa.ten Sidenreng Rappang Nomor 11 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Kcuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidcnreng Rappang 
Tahun 2007 Nomor I lt; 

MEMUTUSKAII : 

: PERATURAR BUPATI TENTAil'G TATA CARA PENGHAPUSAN 
PIUTARG RETRIBUSI DAERAIL 

BABI 
KETENTUAN UM.UM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati. ini dimaksud dcngan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupali sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Sidcnreng Rappang. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada 
dilinglrungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. 



5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepa]a Badan/Dinas/Bagian 
Kcuangan yang mem:punyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

6. 'rim Pemeriksa Piutang Retribusi Daerah, adalah Tim yang berasal d.ari 
Staf Satuan Kerja Perangkal Dae:rah terkait yang dibentuk oleh Bupati 
untuk melakukan pcmeriksaan/inventarisasi Wajib Retribusi yang tidak 
dapat membayar Piutang Retribusi Daerah . 

7. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib diba.yar kepada 
Pemerintah Daerah dan/ atau hak Pemerlntah Daerah yang dapat dinilai 
dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat Iainnya yang 
sah, 

8. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pernbayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan clan/ atau diberikan 
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan 
yang menyebabkan barang, Iasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan at:au diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kcmao faatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Bad.an. 

11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintab Daerah dengan 
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 
disediakan oleh sektor swasta. 

12. Perizinan Tertentu adaJah kcgiatan tertentu Pcmerinlah Daerah dalam 
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang 
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan alas kegiatan, pem.anfaatan ruang, serta penggunaan sumber 
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna 
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelcstarian lingkungan. 

13. Wajib Retnbusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan 
pcrundang undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
tcnnasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

14.Retnousi yang terhutang adalah Retribusi yang hams dibayar oleh Wajib 
Retribusi pada suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun retribusi 
atau dalam bagian tahun retribusi menurut peraturan perundang 
undangan tentang Retribusi Daerah. 

15. Surat Ketetapan Rctribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok 
Retribusi yang terutang. 

16. Surat Tagihan Retribusi Deaerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah 
su.rat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi 
berupa bunga dan/ atau denda. 

17. Kadaluarsa adalah ma.sa Retribusi yang melampui tenggang waktu 3 [tiga] 
tahun terbitung sejak saat terhutangnya Retribusi Daerah. 

18. Pen.ghapusan Retribusi Daerah secara bersyarat adalah penghapusan pi 
19. utang retribusi daerah dari pernbukuan tanpa menghapuskan hak tagih 

daerah. 
20. Pengbapusan Retribusi Daerah secara mutlak adalah pengbapusan 

piutang retibusi daerah dari pembukuan dcngan menghapus hak tagi.h 
daerah terhadap wajib retibusi daerah. 

BABB 
RU.ANG LIBGKOP PENGHAPUSAN PIUTAIIG RETIBUSI DAERAH 

Pasal2 

(1) Ruang lingkup penghapusan piutang Retn'busi Daerah adalah semuajenis 
Retribusi Daerah, yaitu : 
a. Retribusi Jasa Umum; 



b. Retribusi .Jasa Usaba; dan 
c. Retribusi Perizinan Tertentu. 

(2) Ruang lingkup pcnghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban pokok retribusi, bunga dan/ 
atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir 
perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam SKRD dan 
STRD. 

(3) Piutang Retribusi Daerah yang tercantum dalam SKRD, STRD dapat 
dihapuskan apabila Retribusi Oaerah tersebut tidak dapat atau tidak 
mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah 
kadaluwarsa. 

(4) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) adalah piutang tersebut telah melampaui 3 (tiga) tahun sejak 
terutangngya Retribusi Daerah yang dimaksud. 

(5) Piutang Retribusi Daerah yang hak penagihannya sudah kedaluwarsa, 
selanjutnya dapat dilakukan penghapusan piutang yang dikategorikan 
kualitas piutang macet sesuai kctentuan yang berlaku. 

Pasal 3 

(1) Piutang Retribusi Daerah yang tercantum dan SKRD, STRD, Surat 
Keputusan Pembetulao, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan 
Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administ:rasi berupa bunga dan/ atau 
denda, walaupun hak untuk m.elakukan penagiban belum ka.daluwarsa 
juga dapat dihapuskan apabila piutang Retribusi Daerah tersebut tidak 
dapat atau tidak mungkin ditagih lagi. 

(2) Piutang Rctribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi 
sebagaimana diroaksud pada ayal [I], adalah : 
a. Wajib Retn'busi/ Penanggung Retribusi men.inggal dunia dengan tidak 

meninggalkan harta: 
b. Wajib Retribusi/ Penaoggung Retribusi tidak mempunyai harta 

kekayaan lagi; 
c. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi dinyatak.an pailit berdasarkan 

putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi 
untuk mclunasi utang Retribusinya; 

d. Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa; 
e. Wajib Retribusi nyata dan terbukti tidak memanfaatkan jasa/fasilitas 

yang disediakan pemerintah daerah selama kurung waktu tertentu 
yang diatur dcnga:n peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

f. Wajib Retribusi/ Penanggung Retribusi tidak dapat ditemukan lagi 
karena: 
l. Wajib Retribusi/ Penanggung Retribusi pindah alamat dan tidak 

mungkin ditemukan lagi; 
2. Wajib Retribusi/ Penaggung Retribusi meninggalkan Negara 

Indonesia untuk selama-lamanya; 
g. Sebab-sebab lain sesuai basil penelitian. 

(3) Wajib Retribu�i/ Peu.anggung Rctribusi yang tid.ak dapat clitagih 1agi 
sebagaimana dimaksud pad.a ayat (2) setelab dilakukan 
pemeriksaan/ inventarisasi oleh Tim Pemeriksa /Inventarisasi piutang 
retribusi selanjutnya d.ibuatkan berita acara pemeriksaan/:inventarisasi 
dengan fonnat sebagaimana tercantum dalam Lampi.ran Peraturan Bupati 
rm, 

BABm 
PENATAUSAHAAN 

Pasal4 

(1) Piutang Retribusi Oaerah sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 3 ayat (2) 
wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang Retribusi Daerah 



dan te1ah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi 
akan tetapi belum kadaluwarsa sebagai d.imaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
terlebih dahulu dimasukan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan 
Piutang Retribusi. 

Pasal5 

Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak 
dapat dilakukan 1agi tindakan penagihan. 

BAHN 
KEWE.NANGA.W 

hsa.16 

(1) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dilakukan oleh: 
a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar 

rupiah); 
b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000 [lima milyar rupiah); 
{2) Piutang Retribusi Daerah yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BABV 
TATA CARA PEIIGBAPUSAII PIUTAIIG RETRIBUSI DAERAII 

Pasal 7 

(1) Kepa.la Satuan Kerja Daerah yang mengclolah Retribusi Daerah membuat 
Daftar Usu1an Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dan Daftar 
Cadangan Penghapusan Piutang .Retribusi Daerah kepada Bupati melalui 
Pejabat Pengelolah Keuangan Daerah. 

(2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Rctribusi Daerah dan Daftar 
Cadangan Peoghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud 
pad.a ayat (1 ), sekurang kurangnya memuat 
a. Nama Wajib Retribusi/ Penanggung Retribusi; 
b, Alamat Wajib Retribusi/ Penanggung Retribusi; 
c. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah; 
d. Jenis Retribusi Daerah; 
e. Tahun Retribusi; 
f. Jurnlah Piut.ang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan 

dicadangkan untuk dihapuskan; 
g. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan; 
h. Alasan dihapuska.n atau dicadangkan untuk dihapuskan. 

{3) Retribusi Daerah hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah 
adanya Laporan Hasil Penelitian dengan prosedur sebagai berikut : 
a. Dilakukan invcntarisir piutang Retribusi Daerah yang sudah tidak 

mungk:in dilakukan penagihannya oleh Satuan Kerja Perangkat Dacrah 
yang .mengelola Pemungutan Retribusi Daerah, disertai alasan tentang 
kesulitan penagihannya; 

b. Untuk membuktikan kebenaran/kcabsahan piutang retribusi daerah 
Hasil inventarisir sebagaitnana dimaksud pada huruf a terlebih dahulu 
diaudit. oleh inspektorat .Kabupaten; 

c. Hasil audit disampailkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
dan ditcmbuskan kepada Satuan Kerja Perangka.t Daerah yang 
mengelolah Pemungutan Retribusi Daerah yang bersangkutan; 



Pasal 8 

(1) Daftar Piutang Retribusi Daerah hasil inventarisasi Satuan Kerja 
Perangkat Daerah pengelolah Retribusi Daerah yang diusulkan untuk 
dilakukan penghapusan dan telah diaudit oleh Inspektorat Kabupaten 
-sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah mengajukan pennohonan penghapusan kepada Bupati, setelah 
mendapat pcrtimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat jenderal Piutang 
dan Lelang Negera yang berada di wilayah kerja yang meliputi wilayah 
Daerah yang bersangkutan, 

(2) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan dengan Keputusa:n Bupati tentang Penghapusan Piutang 
Retribusi Daerah secara bersyarat. 

{3} Penghapusan Piutang Retribusi Daerah secara mutlak dari pembukuan 
baru dapat dilakukan sesuai ketentuan dan tahapan sebagaimana proses 
penghapusan secara bersyarat yang telah dilakukan sebelumnya, setelah 
lewat waktu 2 (dua} tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara 
bcrsyarat dimaksud. 

BAB VI 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang. 

· Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng 
pada tanggal L/ P. r r I I g..(:} I G 

·BN1EtENG RAPPANG,}£, 
1��!.ST[��-PfM. DAN !{ESRA r::�!� .• 

1- 4S!S1TNADM. UMUi\11 
• t ,.,... '! ' B O. j.:'· .:-.· . , J' PK 

j �1:YAL1! r, £\P�ED� --- l{ABAG. !->U\l:M 

K/�RAG. ORGANISAS! '--������---1...a� 
�:�d�:::in � ��:ftit Sidenreng 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
SIDENRENG RAPPANG, 

RUSLAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016 NOMOR .Vf. 



LAMPIRAN ; PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
NOMOR : / 7 TAHUN 20 lo 
TANGGAL : ,q- Ajor I ( ::LotG 

FORIIIAT BERI.TAACARA PEIIIERIKSAAli/llfVERTARISASI 

KOP SURAT SKPD 

BERITA ACARA PEMERIKSAAN/INVENTARISASI 
WAJIB RETRIBUSI/PENANGGUNG RETRIBUSI 

YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI 
NO MOR : . 

Pada hari ini , tanggal , bulan , tahun , bcrtcmpat 
di Kabupaten Sidenreng Rappang, Berdasarkan Surat Perintah Kepala SKPD 
No........ . tanggal .. . .. . .. . . . . . . . . . . ten tang Pemeriksaan wajib 
ret.ribusi/ penanggung retribusi dengan ini telah melakukan pemeriksaan 
terhadap Wajib Retribusi /penanggung retribusi yang tidak dapat di tagih lagi, 
sebagai berikut: 
l. Nama Wajib Rctribusi/ 

Penanggung Retribusi : . 
2. Alamat Wajib Retribusi/ 

Penanggung Retribusi : . 
3 .. Tahun Retribusi : .. 
4. Jnm]ah Piutang Retribusi : . 

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 
1. ····························-···-····-···· 
2. •····•······•································ 
�- . 
Dari basil pemeriksaan tersebut, kaml mengusnlkan untuk 

'···---- 
; K�i:?AG. H!JKUM · 
i-1,Al:AG. ORG>'\NISt,SI 
i'\'"·-- 

( ) 
� 1'JIE> •••••••••••••••••••••••.••.• 

PEMERI.KSA 3 

( ) 
� . .............•...... 
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